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DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax_(0233) 281097

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR | TAHUN 2017
TENTANG

[ZTN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK ) BINA ASHH
DESA SURAWANGI KECAMATAN JATIWANGI KABUPATEN MAJALENGEA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a  bahwa memperhatkan surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK)} BINA AsIH
Desa Surawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Momor 421.113-
TE.BNSN/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Permobonan Perpanjangan [in
Operasional, sural Rekomendasi Hepala UPTD Pendidikan Kecamatan
Jatwangi Momor 42125UFTD Pendidikan tanggal 31 Januari 2M7 dan
berdasarkan  hasil  verfkasi Administasi okeh  Tim  Vedfkasi  lon
Peayelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan
Kabupaten Majatengka.

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup & dan b serta sesuai dengan
ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor X Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan MNasional, dipandang periy Cilerbikan [@n pemysienggarsan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak {TK) BINA ASIH Desa
Surawangi Kecamatan Jaliwangi Kabupalen Majalengka yang ditelapkan
dengan Kepulusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat 1. Undang-Undang Momor 14 Tahun 1950 tenlang Pembentukan Daerah-Daersh
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Baral (Besila Negara Republik
indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah divbah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tehun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Lindang-Undang Nomor 14 Tahun 1850
tentang Pembeniukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Barat [Lembaran Megara Republix Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Megara Repubiik Indonesia Nomor 2851);

2. Undangumdang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasiona
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4301)

3. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinlahan Daerah
{Lembaran Megarm Republik Indonesia Tatwm 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah divbah
beberapa kali lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pembahan Kedua atas Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tenfang
Pemerintah Daerah {Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 567H)



10.

1.

12.

Peratran Pemenintzh Nomor 19 Tahun 2005 fentang Slandar MNasional
Pendiikan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor
41 Tambghan Lembaran Negara Repubfk  indonesia  MNomor  4496)
sebagaimana telah diubah beberapa kali lerakhir dengan Peraturan Pemesintah
Nomor 13 Tahun 2015 fentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Repubfk Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik indonesia Nomor 5570);

Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Unusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Dasrah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten®ota (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737,

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tertang Organssasi Perangkal
Daersh (Lembaran Megara Repubfikx Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Momor 4750);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
{Lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4864);

Peraturan Pemerniniah Nomor 17 Tabun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana felah diubah dengan Peratran Pemerintah Nomor 66 Tabhun
2010 tentang Pervbahan atas Peraturan Pemerintah Momor 17 Tahun 2040
tertang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran MNegam
Republik Indonesia Momor 5157):

Peraturan Menterd Pendidikan Nasional Repubik Indonesia Nomor 58 Tahun
2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menlen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81
Tatun 2013 Tentang Pendiian Satuan Pendidikan Nonformal (Berla, Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana Islah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B4
Tahun 2014 tentang Pendiran Satuan Pendidikan Anak Usia Dini {Berlta
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274)

Peraturan Dasrah Kabupaten Majglengka Momor 2 Tzhun 2008 Tentang
Urusan Pemerintah Deerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
MNomar 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Omanisasi Porangkat Daerah Kabupeten Majslengka (Lembaran Doerah
Kahupaten Majalengka Tahun 2009 Momor 10) sebagaimana tefzh dubah
dengan Peraturan Deerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Persturan Daerah Nomor 10 Tahun 28 Tentang
Organisasi Perangkat Deersh Kabupaten Majalengka (Lembaran Deersh
Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor B).



KESATU

KEDUA

KEEMPAT

Tembusan

MEMUTUSKAN

- Memberikan izin peryelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tamen

Kanak-Kanak (THK) BINA ASIH Desa Surawangi Kecamalan Jatiwangi Kabupalen
Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menlaali Peraturan Perundang-Undangan yang berfaku;

2. Dalam hal melaksanakan poses Kegiatan Belajar Mengajar dan Kunkulum yang
digunakan mengikuli petunjuk dan zluran yang beslaku.

d. Penyssenggara  berkewasban menyampsikan  Bpoan  erufs  mengenai
mmmammmmmm

4. Segala fasiflas dan kelengkapan yang menjadi syaratkelancaran berdifinya
lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) termaksed Tenaga Pendidik
menjadi Enogungjawab YayasanPenyelenggam.

lzin sebagamana dimakswed dalam diklom KESATU beriaku sefama memenuhi
ketentuan dan dievaluasi sefiap lahun, apabils lefadi pelanggaran terhadap
kelenfuan-ketentuan  pelaksanaan pemyslengaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
tersebut, maka tZin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) ini akan dicabut.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majafengka Nomor 62 TAHUN 2014 tanggal 7 Aprl 2014 dicabut dan
dinyalakan fidak berlakuy.

Keoitusan mi besdaky seisk tangosl dielspkan dengan kelentuzn  apabia
dikemudian han terdapat kekeliruan dan alau kesalahan didalamnya akan diadakan
perbaikan alau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapk {Tlﬁaﬁlel}uka'
Pada Tangga 1 e, 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

1. Yih. Bupatli Majatengka;

2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditien PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepaka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;

4. Y. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jathwang.



